~Menimbang

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN

. pendapat

NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa

penyelen
pemantag
dan berﬁé

bahwa dt

daerah  merupakan salah satu sumber

yang
jgaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna

retribusi

an daerah penting guna mendanai

)an penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata

nggung jawab;

sngan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap semua

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur
tentang ‘Retribusi Daerah perlu diadakan penyesuaian dengan

membentuk peraturan daerah baru;

ayat (1) huruf b
Undang-tndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi

adalah Ketribusi Jasa Usaha:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108

o

Daerah, bahwa salah satu jenis objek retribusi daerah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Retribusi Jasa Usaha;

PN

Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);




Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta‘hun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah .beberapa -kali -terakhir -
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Neéara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor . 28 Tahun 2009 tenféng Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lerﬁbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembéran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan---Pemerintah--Nomor 69 ~Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

10.Peraturan -Daerah -Provinsi Sumatera Selatan -Nomor -8 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tabun 2008 Nomor_2_Seri
D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);




Menetapkan

w2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS| SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB |
KETENTUAN.UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Retribusi Daerah, yang selaﬁjutnya disebut Retribdsi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran_atas. jasa_atau_pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan orang

pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau Badan.

. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retristi atas jasa yang disediakan

‘atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat

pula disediakan oleh se_ktor swasta.
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9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran
pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian
tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian
kendaraan /alat-alat berat milik Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
10.Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat

penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess yang dimiliki dan atau

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

11.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran
atas penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

12.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran
atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Olahraga yang dimiliki dan atgu'dikelola oleh Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.

13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-ﬂndangan' retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi tertentu.

14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi  untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan.

15.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjuinya
disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh waijib
retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang akan

digunakan Qntuk menetapkan besarnya retribusi.

16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah; yang selanjutnya disingkat
- SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.




18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pemb'ayaran -retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar-daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau

-sanksi-administratif berupa bunga dan/atau-denda.

20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

- mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

21.

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakljkan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retﬁbusi yang terjadi serta menemukan

tersangkénya.

BAB
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Objek Retribusi Jasa.Usaha adalah pelayanan yang disediakan

oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan/memanfaatkan
kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan
sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak

swasta.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Derah;

b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess,
c. Retribusi P'enjualan_Produk_s_i Usaha Daerah;

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

e. Retribusi Tempa_t KhususzParkir.




